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BAB. I   PENDAHULUAN 

 

  

1. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah  

Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah mengacu pada : 

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)  

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah  diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten 

Berau  Tahun 2016 Nomor 7). 

  

2. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.  

Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan 



   

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah 

 

3. Nama Perangkat Daerah 

 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat dengan 

Bapenda adalah unsur pelaksana pemerintahan Kabupaten Berau yang tugas dan 

fungsinya berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan daerah. 

Dalam rangka penyelenggaraan Pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Berau ditunjang dengan unsur-unsur Organisasi sebagai berikut : 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;  

c. Bidang Penagihan dan Pembukuan; 

d. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah; 

e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional 

 

4. Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan (Wajib/Pilihan) 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 

urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah 

Organisasi Perangkat  Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang 

bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan Urusan Wajib Otonomi   

Daerah,   Pemerintahan  Umum,   Administrasi   Keuangan  Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian, dan Persandian. 

 

5. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Per 31 Desember 2017 

 

  Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

dan   Tata Kerja  dapat dilihat struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Berau sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                         



   

STRUKTUR ORGANISASI  

BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN BERAU 

                        
                        

     

KEPALA BADAN 

             

     

Ir. Hj. MAULIDIYAH, M.Si 

             

                         

                          

                                    

                 

SEKRETARIS                

      

   

KELOMK JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

     

Dra. MARLIANE  

       

                          

                           

                          

                                  

  

 

    

    

SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 
  

 

SUB BAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

 

 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 

ASET 
  

 

           

MARHAT, S,Sos, M.Si 

   

JAUHARIYAH, SE, M.Si 

  

LISDIANA, SE 

   

                         

                                         

                               

  

 

BIDANG 
PENDAFTARAN DAN 

PENETAPAN 
 

    

BIDANG PENAGIHAN 
DAN PEMBUKUAN 

   

BIDANG PENERIMAAN 
BUKAN PAJAK DAERAH 

  

BIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PENGENDALIAN 
OPERASIONAL    

  
 

H. DJUPIANSYAH G, 
SE,M.Si 

 

    

Hj. SRI WAHYU S, S.Sos   

 

H. HEPRIYAN, S.Sos  

 

Drs. SAMSUL 
BAKHRI   

 

                                  

                                

  

  

SUBBID. PENDATAAN 
DAN PENDAFTARAN 

 

    

SUBBID. PENAGIHAN 

  

 

  

SUBBID. RETRIBUSI  

 

SUBBID. 
PERENCANAAN 
PENDAPATAN 

  

 

 

  
  

EXDU ZZUMAN J, SE  
    

EMI SUSIANI, SE 
     

JANWARIL A, S.Sos  
 

JAMALUDDIN, SE    
 

                             

                              

  

  

SUBBID. 
PERHITUNGAN DAN 

PENILAIAN 
 

    

SUBBID. PEMERIKSAAN 
DAN KEBERATAN 

     

SUBBID. PENDAPATAN 
DAERAH LAINNYA 

  

SUBBID. 
PENGENDALIAN DAN 

PELAPORAN 

    



   

  
  

ADJI SADLY S, S.Kom  
    

H. IRIANSYAH, SE 
     

RINTO PETRONIUS 
  

EVY PURWANING K, 
SE     

                             

                              

    

SUBBID. PENETAPAN 

     

SUBBID. PEMBUKUAN 

      

SUBBID. DANA 
PERIMBANGAN 

  

SUBBID. HUKUM DAN 
PENYULUHAN 
PERUNDANG-
UNDANGAN 

    

   
JULIANSYAH 

     
AGUS RIZALI, SE 

   
THERESIA KADANG 

  
Hj. HARLINA, SH 

   

                         

                       

  
 

 UPTD  

   

       

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Per 31 Desember 2017 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU 

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

UNIT ORGANISASI : BADAN PENDAPATAN DAERAH  

31 DESEMBER 2017 

                           

NO NAMA NIP  

PANGKAT JABATAN 
MASA KER 

GOL 
LAT JABATAN PENDIDIKAN 

AGAMA L/P Usia 

GOL 
TMT 
GOL 

ESLN NAMA JAB TMT JAB TH BN JENIS TH NAMA  LLS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Ir.Hj.Maulidiyah,M.Si 19680608 199303 2 007 IV/c 1-Apr-17  II b Kepala Badan 1-Jan-17 22 9 Pra Jabatan 1993 Pasca Sarjana 2013 Islam P 49 

  Tanjung Redeb                 ADUM 1997           

  08 Juni 1968                 ADUMLA 1999           

                    Diklat PIM III 2007           

                    Diklat PIM II 2016           

                                  

                                  

2 Dra. Marliane 19601230 199203 2 001 IV/b 1-Oct-07 III a  Sekretaris 1-Jan-17 28 10 Pra Jabatan 1992 Sarjana 1987 Protestan P 57 

  Banjarmasin                 ADUM 1996           

  30 Desember 1960                 ADUMLA 1998           

                    Diklat PIM III 2001           

                                  

                                  

                                  

3 Drs. Samsul Bakhri 19630415 199301 1 001 IV/a 1-Apr-09  III b 
Kabid. Perencanaan 
dan pengendalian 

Operasional 
1-Jan-17 24 1 Pra Jabatan 1994 Sarjana 1989 Islam L 54 

  Tanjung Redeb                 ADUM 1996           

  15 April 1963                 ADUMLA 1999           



   

                    Diklat PIM III 2003           

                                  

                                  

4 H. Hepriyan, S.Sos 19700707 199703 1 003 IV/a 1-Oct-09 III b  Kabid. Penerimaan  1-Jan-17 19 10 Pra Jabatan 1994 Sarjana 1994 Islam L 47 

  Tanjung Redeb         Bukan Pajak Daerah       ADUM 2000           

  07 Juli 1970                 ADUMLA 2000           

                    Diklat PIM III 2009           

                                  

5 H. Djupiansyah Ganie, SE,M.Si 19691229 199902 1 001 IV/a 1-Oct-12 III b Kabid. Pendaftaran  1-Jan-17 16 11 Pra Jabatan 1999 Pasca Sarjana 2014 Islam L 48 

  Tanah Grogot         dan Penetapan       
Pelatihan Juru Sita 
Pajak 

2006           

  29 Desember 1969                 Diklat PIM III 2011           

                                  

                                  

6 Hj. Sri Wahyu Suprihatin, S.Sos  19710622 199803 2 004 IV/a 1-Oct-15 III b  Kabid. Penagihan dan 1-Jan-17 18 11 Pra Jabatan 1998 Sarjana 1995 Islam P 46 

  Jombang         Pembukuan       ADUM 2002           

  22-Jun-71                 Diklat PIM III 2009           

                                  

                                  

7 Hj.Harlina,SH 19681231 199803 2 022 III/d 1-Oct-07  IV a Kasubbid. Hukum dan  11-Jan-17 17 10 Pra Jabatan 1998 Sarjana 1992 Islam P 49 

  Tonyamang                 ADUM 2002           

  31 Desember 1968                               

                                  

                                  

8 Janwaril Adhatulahad, S.Sos 19740113 199803 2 005 III/d 1-Oct-07 IV a  Kasubbid. Retribusi 5-Oct-17 17 10 Pra Jabatan 1998 Sarjana 1997 Islam P 43 

  Tanjung Redeb                 ADUM 2002           

  13 Januari 1974                               

                                  

                                  

9 Emi Susiani, SE 19630701 198601 2 005 III/d 1-Oct-08  IV a Kasubbid. Penagihan 11-Jan-17 20 5 Pra Jabatan 1986 Sarjana 1997 Islam P 54 



   

  Samarinda                 ADUM 1996           

  01 Juli 1963                 ADUMLA 2000           

                                  

                                  

10 H. Iriansyah, SE 19671107 199503 1 003 III/d 1-Oct-09 IV a  Kasubbid. Pemeriksaan 11-Jan-17 24 0 Pra Jabatan 1996 Sarjana 1997 Islam L 50 

  Tanjung Redeb         dan Keberatan       ADUM 2000           

  07 Nopember 1967                 ADUMLA 2000           

                    Auditor Muda 2013           

                                  

11 Theresia Kadang 19630527 199203 2 003 III/d 1-Apr-11 IV a  Kasubbid. Dana 11-Jan-17 21 10 Pra Jabatan 1993 Sarjana Muda 1988 Katholik P 54 

  Malakiri         Perimbangan       
Kursus 
Bendaharawan  

1993           

  27 Mei 1963                 ADUM 1999           

                                  

                                  

12 Jamaluddin,SE 19720414 200012 1 002 III/d 1-Apr-15   Kasubbid. Perencanaan 5-Oct-17 17 11 Pra Jabatan 2001 Sarjana 2001 Islam L 45 

  Samarinda         Pendapatan       Diklat PIM IV 2013           

  14-Apr-72                               

                                  

                                  

13 Marhat, S.Sos, M.Si  19740110 200012 1 002 III/d 1-Oct-15 IV a  Kasubbag. Penyusunan 1-Jan-17 14 3 Pra Jabatan 2001 Pasca Sarjana 2016 Islam L 43 

  Banjarmasin         Program       Diklat PIM IV 2004           

  10 Januari 1974                               

                                  

                                  

14 Evy Purwaning Kusumastuti, SE 19790807 199803 2 002 III/d 1-Apr-16 IV a  Kasubbid. 11-Jan-17 13 1 Pra Jabatan 1998 Sarjana 2003 Islam P 38 

  Magelang         Pengendaliaan dan       Diklat PIM IV 2016           

  07 Agustus 1979         Pelaporan                     



   

                                  

                                  

15 Lisdiana,SE 19770731 199803 2 001 III/c 1-Apr-13 IV a  Kasubbag. 11-Jan-17 12 10 Pra Jabatan 1998 Sarjana 2003 Islam P 40 

  Gunung Tabur         Keuangan dan Aset       Diklat PIM IV 2016           

  31 Juli 1977                               

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

16 Juliansyah 19630212 198909 1 002 III/c 1-Oct-13 IV a  Kasubbid. Penetapan 11-Jan-17 21 4 Pra Jabatan 1989 SMAN  1984 Islam L  54 

  Tanjung Redeb                 ADUM 2000           

  12 Februari 1963                               

                                  

                                  

17 Agus Rijali, SE 19750523 200212 1 005 III/c 1-Apr-14 IV a  Kasubbid. Pembukuan 11-Jan-17 13 11 Pra Jabatan 2003 Sarjana 2005 Islam L 42 

  Samarinda                 Diklat PIM IV 2015           

  25 Mei 1975                               

                                  

                                  

18 Adji Sadly Saputera, S.Kom 19720308 200604 1 015 III/c 1-Apr-14  IV a Kasubbid. Perhitungan 11-Jan-17 12 11 Pra Jabatan 2007 Sarjana 1997 Islam L 45 

  Gunung Tabur         dan Penilaian       Diklat PIM IV 2016           

  08 Maret 1972                               

                                  

                                  

19 Exdu Zzuman J, SE 19750414 200701 1 023 III/c 1-Apr-15 IV a  Kasibbid. Pendataan 11-Jan-17 13 6 Pra Jabatan 2008 Sarjana 1999 Islam L 42 

  Samburakat         dan Pendaftaran       
Diklat Juru Sita 
Pajak 

2008           

  14-Apr-75                               

                                  



   

                                  

20 Rinto Petronius 19680909 199002 1 002 III/c 1-Apr-16 IV a  Kasubbid. Pendapatan 11-Jan-17 21 2 Pra Jabatan 1990 SMEA 1989 Islam L 49 

  Balikpapan         Daerah Lainnya       ADUM 2000           

  9-Sep-68                 
Kursus 
Bendaharawan 

1997           

                    Kursus Kearsipan 1992           

                                  

21 Jauhariyah, SE, M.Si 19700910199303 2 006 III/c 1-Apr-16 IV a  Kasubbag 11-Jan-17 20 7 Pra Jabatan 2007 Pasca Sarjana 2013 Islam P 47 

  Tanjung Redeb         Umum &  Kepegawian       Diklat PIM IV 2016           

  10-Sep-70                               

                                  

                                  

22 Ratna Rara Toding, SE 19800815 200904 2 007 III/c 1-Apr-17   Fungsional Umum 1-Apr-17 8 0  Prajabatan 2010 Sarjana 2004 Protestan P 37 

  Pangleon                               

  15 Agustus 1980                               

                                  

                                  

23 Hj.Yani Rokhmiati 19630128 199403 2 002 III/b 1-Apr-13   Fungsional Umum 1-Apr-13 24 6 Pra Jabatan 1995 SMEA 1983 Islam P 54 

  Berau                               

  28 Januari 1963                               

                                  

                                  

24 Sukeni 19710101 199303 2 017 III/b 1-Apr-13   Fungsional Umum 1-Apr-13 17 10  Prajabatan 1994 SMA 1990 Islam P 46 

  Teluk Bayur                               

  01 Januari 1971                               

                                  



   

                                  

25 Leni Supriani,SE 19820627 200212 2 001 III/b 1-Oct-15   Bendaharawan 1-Oct-15 10 0  Prajabatan 2001 Sarjana 2009 Islam P 35 

  Tanjung Redeb                               

  27 Juni 1982                               

                                  

                                  

26 Hj.Nur Alliyah 19631111 198601 2 007 III/b 1-Apr-16   Fungsional Umum 1-Apr-16 23 3  Prajabatan 1985 SLTA 1995 Islam P 54 

  Berau                               

  11-Nov-63                               

                                  

                                  

27 Nurul Sa'dah, SE 19800226 200701 2 006 III/b 1-Apr-16   Bendahara Penerima 1-Apr-16 11 5 Pra Jabatan 2008 Sarjana 2010 Islam P 37 

  Tanjung Redeb                               

  26 Februari 1980                               

                                  

                                  

28 Tedy Haryadi, SE 19790814 200502 1 006 III/b 1-Apr-17   Fungsional Umum 1-Apr-17 8 11 Pra Jabatan 2005 Sarjana  2015 Islam L 38 

  Berau                               

  14 Agustus 1979                               

                                  

                                  

29 Samsul Edeson,SE 19721224 200701 1 010 III/a 1-Oct-12   Fungsional Umum 1-Oct-12 10 1  Prajabatan 2008 Sarjana 2006 Islam L 45 

  Berau                               

  24 Desember 1972                               

                                  

                                  

30 Abdul Hadi, SE 19831209 201001 1 020 III/a 1-Oct-14   Fungsional Umum 1-Oct-14 6 0  Prajabatan 2011 Sarjana  2012 Islam L 34 

  Berau                               

  09 Desember 1983                               

                                  



   

                                  

31 Sulasmi Amir, S.STP 19941028 201609 2 001 III/a 1-Oct-17   Fungsional Umum 1-Oct-17 1 1  Prajabatan 2016 Sarjana  2016 Islam P 23 

  Luwu Utara                               

  28 Oktober 1994                               

                                  

                                  

32 Juliadi 19750701 200212 1 005 II/d 1-Apr-15   Fungsional Umum 1-Apr-15 16 9  Prajabatan 2003 SMA 1995 Islam L 42 

  Tanjung Redeb                               

  01 Juli 1975                               

                                  

                                  

33 Endang Partiningsih 19781011 200212 2 005 II/d 1-Apr-15   Fungsional Umum 1-Apr-15 16 9  Prajabatan 2003 SMA 1997 Islam P 39 

  Teluk Bayur                               

  11 Oktober 1978                               

                                  

                                  

34 Roni Sander Saranga, SE 19801204 201101 1 005 II/d 1-Apr-15   Fungsional Umum 1-Apr-15 8 9  Prajabatan 2012 Sarjana 2014 Protestan L 37 

  Balikpapan                               

  04 Desember 1980                               

                                  

                                  

35 M. Dody Asmara 19800617 200701 1 008 II/c 1-Apr-15   Fungsional Umum 1-Apr-15 13 6  Prajabatan 2008 SMEA 1999 Islam L 37 

  Tanjung Redeb                               

  17 Juni 1980                               

                                  

                                  

36 Eddy Susanto 19811014 200701 1 004 II/c 1-Apr-15   Fungsional Umum 1-Apr-15 13 9  Prajabatan 2008 STM 1999 Islam L 36 

  Tanjung Redeb                               

  14 Oktober 1981                               

                                  



   

                                  

37 Alwin Sidarta 19741217 200701 1 020 II/c 1-Apr-15   Fungsional Umum 1-Apr-15 6 3  Prajabatan 2008 SMA 1994 Islam L 43 

  Ujung Pandang                               

  17 Desember 1974                               

                                  

                                  

38 Abdul Muis  19700202 200801 1 017 II/c 1-Apr-16   Fungsional Umum 1-Apr-16 12 7  Prajabatan 2009 SMA 1992 Islam L 47 

  Tarakan                               

  02 Februari 1970                               

                                  

39 Syahroni Effendi 19820111 200901 1 003 II/c 1-Apr-17   Fungsional Umum 1-Apr-17 12 4  Prajabatan 2010 D1 2012 Islam L 35 

  Berau                               

  11-Jan-82                               

                                  

                                  

40 Irwan Zuhdi 19770530 200901 1 002 II/b 1-Apr-13   Fungsional Umum 1-Apr-13 9 3  Prajabatan 2010 D1 2012 Islam L 40 

  Berau                               

  30-May-77                               

                                  

                                  

41 Sukarno 19780715 200901 1 000 II/b 1-Apr-13   Fungsional Umum 1-Apr-13 8 3  Prajabatan 2010 D1 2012 Islam L 39 

  Sei Bebanir                               

  15-Jul-78                               

                                  

                                  

42 Asbiansyah 19700811 201001 1 003 II/b 1-Apr-14   Fungsional Umum 1-Apr-14 11 9  Prajabatan 2011 SMA 1998 Islam L 47 

  Sungai Meriam                               

  11 Agustus 1970                               

                                  

                                  



   

43 Irma Wiraniah 19740814 201001 2 005 II/b 1-Apr-14   Fungsional Umum 1-Apr-14 10 0  Prajabatan 2011 SMA 1993 Islam P 43 

  Tanjung Redeb                               

  14 Agustus 1974                               

                                  

                                  

44 Jarot Triaji, SE 19790420 201001 1 018 II/b 1-Apr-14   Fungsional Umum 1-Apr-14 10 0  Prajabatan 2011 Sarjana 1997 Islam L 38 

  Batu Ampar                               

  20-Apr-79                               

                                  

                                  

45 Herliansyah 19820820 201001 1 032 I/b 1-Apr-14   Fungsional Umum 1-Apr-14 11 9  Prajabatan 2013 SMP 2008 Islam L 35 

  Berau                               

  20-Aug-82                               

                                  

                                  



   

 

BAB - II 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

Pada tahun 2017  APBD Kabupaten Berau menganut  anggaran surplus / defisit. Realisasi 

anggaran Pemerintah Kabupaten Berau dapat terlihat dalam tabel  berikut : 

  

 

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kebijakan Umum Anggaran dibidang pendapatan berorientasi pada peningkatan dan 

pengembangan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga 

dengan mengoptimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu mendukung 

Pengembangan Ekonomi Daerah.  

Sumber PAD Daerah Kabupaten Berau berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah. Dalam jangka panjang pembangunan Kabupaten Berau berupaya 

mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil 

Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil Pertambangan minyak dan gas bumi, sedangkan 

Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan 

pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor 

potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, Pemerintah juga melakukan 

penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif berkembangnya 

investasi di Kabupaten Berau. 

 

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan  Daerah 

Upaya untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tidak 

terlepas dari serangkaian kegiatan yang telah  dilaksanakan sepanjang tahun 2017 baik 

yang menyangkut upaya  intensifikasi maupun ekstensifikasi, dan beberapa kegiatan  

dimaksud antara lain: 

a. Penyempurnaan Peraturan Daerah, baik untuk Pendapatan Daerah maupun unuk 



   

Retribusi Daerah. 

b. Penyempurnaan Administrasi Pajak 

c. Peningkatan Kualitas SDM 

 Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut. 

d. Pemeliharaan sistem dan prosedur pelayanan 

 Pemeliharaan SIM-PBB (Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan 

. 

 Pemeliharaan Tapping Box 

 Pengadaan Aplikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan 

 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen  Hotel dan Restoran (SIMHORE). 

Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus 

berinovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). dengan melakukan 

Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pajak Hotel dan Restoran 

(SIMHORE) , Aplikasi tersebut merupakan yang pertama kali ada di Indonesia. 

Melalui Aplikasi SIMHORE ini dibuat sebagai upaya meningkatkan pendapatan 

daerah dengan memberikan rangsangan dan motivasi kepada wajib pajak, 

khususnya dengan memberikan kemudahan dan mempersingkat proses 

pembayaran pajak hotel dan restoran yang selama ini dilakukan wajib pajak. 

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Pengadaaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas. 

f. Peningkatan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah serta 

Pendapatan Daerah Lainnya 

 Melaksanakan pendataan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah  

 Melakukan pemeriksaan monitoring terhadap WP/WR  

 Membuat nota perhitungan Pajak dan Retribusi daerah serta membuat surat 

ketetapan pajak dan retribusi daerah  

 Melaksanakan pencatatan penerimaan pajak dan retribusi daerah 

 Melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah 

 Penegakan hukum dibidang pajak dan retibusi dengan membentuk Tim Penegakan 

Hukum 



   

g. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan PBB dilakukan dengan penagihan 

kepada Wajib Pajak PBB, antara lain : 

 Perluasan wajib pajak  

 Penyempurnaan tarif 

 Perluasan objek pajak  

 Kemudahan Pendaftaran PBB 

 Verifikasi kembali obyek pajak yang lama diatas 5 tahun. 

 Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2017 Tentang Penghapusan  Sanksi  

Adminstrasi PBB-P2. 

h. Pendapatan dari dana Perimbangan 

 Klarifikasi rencana penerimaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Propinsi 

 Evaluasi penerimaan dana perimbangan 

 Koordinasi dengan pihak Perusahaan yang masih aktip ( Pemengang IUP ). 

i. Pemberian Reward kepada wajib pajak dalam upaya sadar pajak. 

 

3. Target dan Realiasasi Pendapatan Daerah 

 (menunggu hasil Rekon BPKAD) 

 

4. Permasalahan dan solusi 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Pemerintah Kabupaten Berau masih 

mengandalkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan  baik dari Pemerintah 

Pusat maupun dari Bagi Hasil Propinsi, oleh karena itu  perlu langkah-langkah 

identifikasi lebih jauh potensi daerah, terutama pada sektor-sektor yang menjadi sumber 

utama PAD dari potensi lain yang selama ini belum dioptimalkan. 

a. Permasalahan 

Dalam rangka meningkatkan  penerimaan daerah tersebut terdapat kendala 

yang dihadapi antara lain : 

 Masih ada beberapa sektor pajak yang belum terpungut secara maksimal. 

 Belum optimalnya data base pendapatan 



   

 Belum optimalnya penerapan sanksi 

 Belum adanya pola yang baku dalam forecasting pendapatan 

 Kualitas SDM aparatur pengelola pendapatan masih perlu peningkatan 

b. Solusi. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas solusi yang dilakukan antara 

lain: 

 Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. 

 Perhitungan potensi sumber-sumber pendapatan daerah 

 Penerapan sanksi berdasarkan peraturan daerah terhadap wajib pajak dan wajib     

      retribusi. 

1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 

2. Surat Teguran I 

3. Surat Teguran 2 

4. Surat Teguran 3 

5. Surat Paksa dan Penyitaan 

  

 Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD Penerima Pendapatan per triwulan 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur pengelola pendapatan daerah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BAB - III 

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Pada tahun 2017  APBD Kabupaten Berau menganut  anggaran surplus / defisit. Realisasi 

anggaran Pemerintah Kabupaten Berau dapat terlihat dalam tabel  berikut : 

 

1) Program , Kegiatan dan Anggaran Bapenda  tahun 2017 

 

 

NO

. 

  
PROGRAM / KEGIATAN 

ANGGARAN(Rp

)   

1   2 3 

  Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 2.705.378.000  

1   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 412,000,000  

2   
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 
236,672,000  

3   Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 171,656,000  

4   Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 121,000,000  

5   Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30,000,000  

6   Penyediaan Alat Tulis Kantor 160,000,000  

7   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 544,650,000  

8   
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
2,000,000  

9   Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 25,000,000  

10   Penyediaan Makanan dan Minuman 200,000,000  

11   Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 550,000,000  

12   Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 187,500,000  

13   Penyediaan Jasa Adminitrasi / Tekhnis Perkantoran 64,900,000  

  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185,000,000  

14   Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 185,000,000  

  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,000,000  

15   Pendidikan dan Pelatihan Formal 90,000,000  

  
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
2.638.000.000  



   

15   
Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Lain-lain PAD yang Sah 
667,000,000  

16   Pemutakhiran Data PBB 414,000,000  

17   Penagihan Pajak Daerah 720,000,000  

18   Penagihan PBB dan BPHTB 345,000,000  

19   Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah 292,000,000  

20   Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer 100,000,000  

21   
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan 

Daerah 
100,000,000  

  Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 857,534,000  

22   Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 857,534,000  

    TOTAL BELANJA LANGSUNG 6,475,912,000  

 

 

 

2) Realisasi Pelaksanaan Program , Kegiatan dan Anggaran  Bapenda  tahun 2017 

 

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang 

Sah. 

Kegiatan Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain-lain 

PAD yang Sah tahun 2017  dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 667,000,000.-  

terealisasi sebesar Rp. 570,226,488.- atau 85.49 %. Dari Anggaran tersebut  

capaian target kinerja 2,226 WP/WR  , dapat terealisasi sebanyak 3,101 WP/WR  

atau 139.31 % atau melebihi dari target yang ditetapkan. 

 

b. Pemutakhiran Data PBB 

Kegiatan Pemutakhiran Data PBB  tahun 2017 dengan anggaran Rp 414,000,000.-  

realisasi Rp. 316,370,340.- atau 76.42 % dan  target kinerja 7 Kecamatan, realisasi 

7 Kecamatan atau 100 % . Adapun Lokasi kegiatan pemutakhiran data PBB 

adalah : 

1) Kecamatan Tanjung Redeb 

2) Kecamatan Sambaliung 



   

3) Kecamatan Tabalar 

4) Kecamatan Biatan 

5) Kecamatan Talisayan 

6) Kecamatan Batu Puti 

7) Kecamatan Biduk-Biduk 

 

c.  Penagihan Daerah 

Kegiatan Penagihan Daerah tahun 2017 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 

720,000,000.-  terealisasi Rp. 583,827,956.- atau 81.09 %. Target kinerja kegiatan 

ini sebesar 30.5 Milyar  , dan dapat  terealisasi 35.03 Milyar  atau 114.9 %, atau 

melebihi dari target yang ditetapkan. 

 

d. Penagihan PBB dan BPHTB 

Kegiatan Penagihan PBB dan BPHTB tahun 2017 dengan anggaran Kegiatan 

sebesar Rp 345,000,000.-  terealisasi Rp. 228,802,000.- atau 66.32 %. target 

kinerja kegiatan ini sebesar 7.8 Milyar , dan dapat  terealisasi 10 Milyar  atau 128.2 

%, atau melebihi dari target yang ditetapkan. 

  

e. Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah 

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Wajib pajak dan Retribusi Daerah tahun 

2017 dengan anggaran Kegiatan sebesar Rp 292,000,000.-  terealisasi Rp. 

111,039,100.- atau 38.03 %. target kinerja 30  WP/WR  , terealisasi 60  WP/WR  

atau 200 %, atau melebihi dari target yang ditetapkan. 

 

f. Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer 

Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Dana Pendapatan Transfer tahun 2017 dengan 

anggaran Rp 100,000,000.-  realisasi Rp. 93,522,810.- atau 93.52 %. adapun target 

kinerja sebesar 576.4 Milyar , dapat terealisasi 524.8 Milyar atau  91.05 % 

 

g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah 



   

            tahun 2017 dengan anggaran Rp 100,000,000.-  realisasi Rp. 88,659,244.- atau         

            88.66 % dan  target kinerja 5 raperda/raperbup , realisasi 9 raperda/raperbup 

            atau  180 %.  Atau  melebihi dari target yang ditetapkan .  Adapun  9  Raperda  /    

            Raperbup Berau  sebagai berikut : 

1) Perda nomor 4 tahun 2017 tentang  Perubahan kedua atas peraturan daerah 

kabupaten Berau nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian kekayaan 

daerah.  

2) Perda nomor .. tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah 

kabupaten Berau nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian kekayaan 

daerah   

3) Perbup nomor 1 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemberian dan 

pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah 

Kabupaten Berau 

4) Perbup  nomor 2 tahun 2017 tentang Target penerimaan pajak daerah per 

triwulan TA. 2017 

5) Perbup nomor 3 tahun 2017 tentang Target penerimaan retribusi daerah per 

triwulan TA. 2017 

6) Perbup nomor 9 tahun 2017 tentang Penghapusan sanksi Administratif pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

7) Perbup nomor 52 tahun 2017 tentang penerimaan pajak daerah perubahan 

triwulan IV tahun 2017 

8) Perbup nomor 53 tahun 2017 tentang penerimaan retribusi daerah perubahan 

triwulan IV tahun 2017 

9) Perbup nomor 38 tahun 2017 tentang izin pengelolaan dan pengusahaan 

sarang Burung Walet diluar habitat alami. 

 

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

a. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2017 

dengan anggaran Rp 857,534,000.-  realisasi Rp. 518,692,651.- atau 60.49 %  dan  



   

target kinerja 4 sistem  , realisasi 3 sistem atau  75 % . Adapun Pemeliharaan sistem 

informasi meliputi : 

1) Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM-PBB) 

2) Sistem Informasi Manajemen  Hotel dan Restoran (SIMHORE). 

3) Aplikasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

 

3.  Permasalahan Dan Solusi  

Beberapa permasalahan yang menyebabkan realisasi keuangan tidak sesuai target 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini akan tetapi secara garis besar dapat 

disampaikan bahwa permasalahan secara mendasar yang terjadi pada tahun anggaran 2017  

adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan yang kurang matang dalam menganggarkan program kegiatan 

b. Proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang lama   

c. Terkendala dengan peralihan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

dengan pertimbangan untuk lebih cermat dan telitinya dalam mengantisipasi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

Untuk mengantisipasi agar hal tersebut di atas tidak terjadi lagi pada pelaksanaan 

di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Berau akan mengupayakan : 

1) Mempercepat proses pengadaan program/kegiatan dapat selesai sesuai dengan 

jadwal.  

2) Mengoptimalkan fungsi Tim Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran supaya 

daya serap anggaran meningkat. 

3) Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran per triwulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   B A B  IV 

PENYELENGGARAAN  TUGAS  PERBANTUAN 

 

Pada Tahun Anggaran 2017, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tidak Melaksanakan 

Tugas Perbantuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   B A B  V 

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

 

1. Kerjasama Antara Daerah 

Dalam tahun 2017 Kerja sama antar daerah Badan Pendapatan Kabupaten  tidak 

ada/belum pernah dilaksanakan.  

 

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Berau 

juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam hal ini 

misalnya kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, perguruan tinggi, dan 

lain-lain.  

 

1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Berau  ( Badan Pendapatan Daerah) dengan Kejaksaan 

Negeri Berau.Nomor pihak pertama : 59.2/03-PRJJ/BKPDT/2017 dan nomor pihak kedua 

: B-809/Q.4.14/Gs/05/2017. 

2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Berau  ( Badan Pendapatan Daerah) 

dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.dengan 

nomor : 180/3/PRJJ/HK/2016 dan nomor MoU-2/WPJ.14/2016. 

3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Muhammadiyah ( STIEM ) Tanjung Redeb nomor 59.2/02-

PRJJ/KPWPDT/2017, nomor : 78/II.3/AU/A/2017  dan Surat Perjanjian Kerjasama antara 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Mayarakat  STIEM  Tanjung Redeb nomor 973/410/BAPENDA-B/2017 dan nomor: 

963/11.3.AU/a/2017. 

 

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 

a. Kebijaksanaan dan Kegiatan 

 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau melakukan kegiatan Koordinasi 

dengan instansi vertikal di daerah dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan 



   

pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Berau. 

b. Realisasi pelaksanaan Materi Koordinasi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau melakukan Koordinasi dengan 

Instansi Vertikal antara lain dengan : 

-   BPN 

-   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb  

 

 Dengan adanya koordinasi Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi Vertikal  dapat 

: 

-  Tercapainya penerimaan Pajak Negara dan Pendapatan asli daerah (PAD) yang 

optimal. 

- Tercapainya peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak di 

wilayah Kabupaten Berau 

- Meningkatkan profesional aparatur dalam melaksanakan tugasnya. 

 

c. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang ada dalam Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang 

membutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Berau, seperti 

adanya pemanfaatan data dan informasi perpajakan . Sehingga diperlukan adanya   

koordinasi dengan instansi vertikal secara nyata sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan pendapatan daerah  

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau bertekad akan lebih meningkatkan 

pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

 

 

 

 

 

 

 

   B A B  VI 



   

PRESTASI YANG DIRAIH 

 

 

1. Prestasi tingkat  Nasional 

-    Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau  tidak ada Prestasi tingkat Nasional 

 

2. Prestasi tingkat Provinsi 

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau  tidak ada Prestasi tingkat Propinsi 

 

3. Prestasi  dari Lembaga Lain 

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau  tidak ada Prestasi dari Lembaga 

Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B A B  VII 

PENUTUP 

 



   

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Berau Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Berau  telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga LKPj ini  

memiliki nilai yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui sejauh mana hasil  kenerja 

dan pengelolaan anggaran yang telah dicapai. 

 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 bermakna penting dan strategis 

bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Berau yang berkelanjutan dan menjadi media 

komunikasi pertanggungjawaban kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dari Badan 

Pendapatan Daerah  kepada masyarakat . LKPj dapat mewujudkan sinergitas dan harmonisasi 

antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, peran dan partisipasi komunitas masyarakat dan 

pelaku usaha serta  para akademisi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan hidup 

masyarakat 

.  

Akhir kata, Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 dapat  bermanfaat untuk  pengambilan keputusan maupun 

penetapan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau  dalam upaya peningkatan 

pendapatan daerah . 

 

 

 

Tanjung Redeb, 30 Januari 2018 

Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Berau, 

 

 

 

Ir. Hj. Maulidiyah, M. Si 

Pembina Utama Muda / IVc 

NIP. 19680608 199303 2 007 
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